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A B S T R A K S I 

SUATU TINJAUAN TENTANG PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM 
PEMIDANAAN DI INDONESIA 

(Studi Kasus di Pengadilan 'legeri Binj,li) 

O L EH 
DOBY DANIEL SIMATUPANG 

NIM : u4 840 0052 
BIDANG HUKUM KEPIDANAA.� 

Lernbaga hukum bersyarat adalah suatu cara yang lebih rnenyernpurnakan 
sistern hukurnan, dimana bila seseorang rnelakukan kejahatan atau tindak pidana 
tidak selarnanya terdakwa dimasukkan ke dalarn penjara tetapi harus rnernenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan, syarat urnurn dan khusus. Syarat urnurn adaJ:ili selarna 
rnasa percobaan yang dihukum tidak boleh rnelakukan pelanggaran lagi. Syarat 
khusus berisi bermacarn-rnacarn dan berhubungan dengan kelakuan dari yang 
terhukum, tetapi tidak boleh rnengurangi kebebasan beragarna dan berpolitik. 

Dalarn rnernbahas skripsi ini diajukan permasalahan tentang : bagairnanakah 
wujud dari pidana bersyarat dalarn praktek pengadilan pidana di Kota Binjai dan 
harnbatan-Jiarnbatan ap? saja yang terjadi pada pidana bersyari:>t? 

Untuk rnernbahas permasalahan tersebut rnaka dilakukan penelitian secara 
kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan. 

Setelah dilakukai1 penelitian secara kepustakaan dan di Pengadilan Negeri 
Medan rnaka diketahui wujud dari pidana bersyarat dalarn praktek pengadilan pidana 
di Kota Binjai adalah dengan dijatuhkannya hukuman berupa hukuman pokok baik 
itu kurungan rnaupun denda serta adanya hukuman percobaan kepada seorang pelaku 
tindak pidana. Harnbatan-harnbatan yang terjadi pada pidana bersyarat adalah kurang 
dipaharninya pidana bersyarat tersebut oleh terpidana sehingga pada dasarnya 
terpidana rnerasa ia bebas dari hukuman. Selain hal tersebut kurangnya pengawasan 
dari instansi terkait terhadap seseorang yang dijatuhkan pidana bersyarat 
mernberikan akibat tidak diketahuinya apakah perbuatan seseorang yang divonis 
dengan masa percobaan telah rnelakukan perbuatan yang bertentangan dengan 
hukurn atau tidak. 

Kepada hakirn hendaknya dapat rne11erangkan kepada terpidana tentang 
maksud dan tujuan daripada penjatUhan pidana bCrsyarat khususnya dengan 
mengenakan pidana percobaan kepada seorang terpidana. Kepada pihak kejaksaan 
juga hendaknya dapat rnelakukan pengawasan secara baik kepada seorang terpidana 

ang dijatuhkan dengan pidana percobaan sehingga diketahui apakah pidana 
--rsyarat yang dijatuhkan rnernberikan fungsi atau tidak dalarn penegakan hukurn. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Hukum Pidana Indonesia merupakan hukum pidana peninggalan Zaman 

H�ndia Belanda yang mengalami banyak perubahan dan tambahan tersebut, karena 

disesuaikan dengan jiwa dari Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila clan 

Undang-Undang Dasar 1 �45 sebagai idiologi negara. 

Hukum Pidana adalah merupakan hukum yang dilengkapi dengan sanksi­

sanksi yang lebih keras berakibatkan yang lebih luas terhadap, perbuatan yang 

melanggar kaedah-kaedahnya. 

Keadilan dan hukum pada hakekatnya dapat dialami oleh setiap orang, baik 

oleh ahli hukum maupun orang awam. Dalam pergaulan hidup masyarakat 

, eadilan dan hukum selalu terkait, dengan kata lain keadilan dan hukum tidak 

pat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Jadi sangat sulit 

tuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum. 

Masalah pidana dan narapidana sebagai salah satu pokok permasalahan 

"---' =-.LI ilmu hukum pidana, maka hal itu tidak dapat dikesampingkan lagi sebab 

ah ini sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia. 

Demikian pula terhadap para pelanggar hukum di dalam pemberian dan 

�"-"-.x<'-l aan pidananya, serta dalam perlakuan mereka sebagai pelanggaran hukum 

�:::::::i· � �a: dilandasi prinsip hak-hak kemanusiaan tersebut. 
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Pada mulanya hukuman dipandang sebagai aturan yang ampuh untuk 

mencegah perbuatan yang merugikan dan membahayakan pergaulan hidup 

umumnya. Untuk menjaga dan menyelamatkan ketentraman hidup dipergunakan 

sistem hukuman perampasan kemerdekaan yakPi mengasingkan manusia penjahat, 

manusia penjahat diasingkan dari pergaulan hidup dan dikumpulkan di satu tempat 

yang disebut rumah lembaga permasyarakatan. 

Pelaksanaan system hukuman yang sedemikian telah banyak menimbulkan 

segi negatif terhadap jiwa terhukum. Orang-orang yang telah menjalani hukuman 

dalam tembok penjara, sesudah masa hukuman kembali berada di tengah-tengah 

masyarakat bukan menjadi manusia baik/bertobat melainkan sebaliknya semakin 

jahat. 

Sehingga tidak ada salahnya jika ada pandangan yang menyatakan bahwa 

penjara adalah merupakan kursus sekolah tinggi kejahatan bagi mereka yang 

sebenaranya tidak mempunyai bakat jahat. 

Banyaknya kritik-kritik yang diajukan terhadap sistem hukum tersebut, 

·elah mendorong para sarjana untuk mengadakan perbaikan dan perubahan di 

lam sistem hukum penjara dan kurungan yang sementara. 

Kelemahan yang terdapat pada sistem hukuman adalah kurang 

emperhatikan perbedaan antara orang hukuman yang berwatak jahat dengan 

!>.'Uillan yang sebenarnya bukan berwatak jahat. Dengan menempatkan orang 

urnan yang sedemikian dalam satu tempat memaksakan mereka bergaul dan 
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